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Hreditur pemegang hipotik sebagai kreditur yang mem
punya; hak-hak vang khusus atas dasar ketentuan pasal

kemudahan-kemudalian untuk memperuieh pelﬂnasan:
pintangnya dalam hal debitur melakukan ciders janji
. (pasal 1378, (2) KUH Perdata dan pasal 224 HIR/258
RBG ) Dalam prakt
galami hambatan, karens pada umumnya Kepala Kantor
Lelang Negara tidak berani lagi melaksanakan lelang
- tanpa adanya fiat eksekusi dari Ketua Pengad;iamﬂegen,
yang merupakan konsekwensi dari figt’
- Agung. Dengan demikian peraturan dan keputusan
. mengenai eksekusi hipotik menjadi simpang siur, se-
* hingga tidak ada kepastlan hukum bagi kreditur yang
bersangkutaa.

laim Pengadﬂaane:' ang hangét;dalgifi
i um, seminar atau- -
orang terutama
aan Hakim Agung
ampir tidak pernah
kusi via Pengadilan

Tomi’ ‘Boestomi SH sampal se 1t£1r tahun enam ‘puluh
dlpermasalahkan f i 3
Negen ‘Barangkali
belum' begitu pesat
perbankén khusus
:Badan Pertanah
rangka menyambu
garakan lokakarya
di Golden Ballrdm

ngan FH-UI dalam
telah menyeleng-
san ini bertempat
-1980. Tiga orang
dalam lokakarya
graria Fﬁ—UI dianggap
mewaklh kalangan akademxsx daﬂ terutama. dalam kedudukannya sebagai salah
seorang arsitek vang membidani 1ahsmya UUPA ‘Soetarno Soedja SH. dari
Kantor Gani Djemat & Partners djanggap mewak:h kalangan Pengacara dan
Perbankan, serta Hakim Agung __Tc_f i __Bogs_toml SH. dianggap mewakili




1gan da 4t_kemudahan karena tidak periu :
mengajukan gugatan perdata ke Pengadxian Negeri. Grosse akta hlpotlk dan
grosse akte pengakuan hutang yang netariil, yang diberi irah-irah formula -
seperti putusan Pengadilan.d qn mencaatumkan pada Judu}nya TDEMIKE: -

ADILAN BERDASARKAN.K
hukum berakibat bahwa EIO8
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tersebut mempunyaz Jkekuatan eksekutorial; artmya dapat difaksanakdrni’ge.
) ~_pertx suatu: putusan pengadﬂan atas permintaan kreditur pemegang grosse akia -
hipotik atau pemepgang grosse akte pengakuan hutang yang uotaml maka '

Pdt/1984 dalam perkara PT. 'Golden City Textile Industri Ltd vs Kantor Lelang
Megara Bandung cs. telah membatal an phtusaxz. _DT Bzmdung dengan aiasan_:

pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang dan akte grosse h:pouk
serangkah ditolak oleh Pengadilan Negerl dengan berpedoman kepada Fatwa
Mahkamah Agung yang tertera daiam urat-surat Mahkamah Agung sebagaz

Surat Wakll Ketua MARi yang ditujukan epad Menten Dala.m Negeri
“ENomor MAKPAN/EB/X/S{} Langgal 18-10°19800 0
2i Sirat Keétud ' Muda MART Urusan’ Lingkangan' Peradlian Umum Bidang



Pengadﬂan Negeri meuolak ekseku51 grosse akta/ semkaat hipotxk dan meng—
anjurkan_ para plhak _kredltur untuk menyelesaikan penaglhan huiangnya me- :

o _Permohonan eksekissi ucﬁak melamplrkan grosse akta pengakuan hutang,
Tidak dilampirkan surat kuasa untuk - memasang hlpotlk
B Jumlah hutang yang: ‘harus; dxlunasn tidak_ pasti SR T ER L

redxt/ pe'igakuan hutang
“Hutang belum jatnh’ waktus . SO
P etapan Ketua: Pengadxlan;Negen untuk melaksanakan lelang mengau~ :
ung scacat: hukum dan sebagamya

Adanya pendlrian Mahkamah Agung.sedemlkxan rupa te!ah dlmanfaat-.
kan oleh sebagian debitur yang "nakal” dengan mengulur waktu untuk
melaksanakan prestasinya kepada pihak debitur. Sekalipun:kreditur bérhak
mengajukan dalam gugatan;agar-putusan: ‘hakim: «dijalankan:serta:/merta,

uitvcerhaar bijvoorraad” A pasal :180; HIR) Lapiv 3embaga mzpun s:fatnya
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dap Kita ak' wlagz dalam’ rangka eksekusx hlpﬂtlk Pendapat ini dlkemuka—-

kan oleh Prof: ‘Boedi Harsono SH. dengan mengemukakan alasan bahwa

-grosse "kte lnpotlk vang: dxmaksud dalam ‘pasal; 224 HIR itu{sudah barang

te:ntu gmsse akta; hlpctik yang ditea:bztkan oieh @verschnjwng,s ambtenaar ber--
Ta

hlpouk berfungsx sebagm surat tanda buku adanya.hipouk 3
Setelah berﬁakunya PE No 10/ 1961 maka tauda buka adanya inpoilk ada-.

; tujuan untuk membenkan kemudahan bagx kredxtur pemegang
thotlk telah'juga dxgunakan tafsiran fungsional Menteri Agrana yang dinya-
takan dalam pasal 7 ayat (2):PMA No:15/1961. Penafsiran ini dianggap di
lnar; kompetens1 Menteri-Agraria dan: daanggap sebagai-pembentukan hukum
baru:-Ada‘sementara yang: berpcndapat ‘hal itu tidak:dapat dipakai sebagai
dasar: mengadakan parate executie. Sekalipun fafsiranitu dikukuhkan'melalui
pasall4 ayat 5 UU MNo:116/1985:yang: mcnyatakan sertifikat hipotik Tempu-
nyai. kekuatau eksekutorial'dan’dapat: dxlaksan,akan sebagai putusan Penga-
chian, ternyata-juga menimbulkan:reaksi dari: kalangan: peiaksana hukum?
¢ Pendapat. Prof;-Boedi: Harsono:SH.. ini telah: disanggah.olel: Ketua
Eengadi_lan?Negeri Jakarta Pusat; R Saragih SH. dengan mengemukakan dalils
dalil bahwa UU No. 16/1985 tidak mengatur Hukum Acara Perdata; dan
karena ketentuan tersebut mengatur Rumah Susun maka tetap harus merujuk
kembali kepada pasal 224 HIRasebagal Hukum Acara Perdata posmf sekara.ng
ini.

Dalam hal inj tcrasa ‘benar-sekali:apa yang’ dxkataka.n orang e"”-;kalau ada :
dua sarjana hukum berkumpul; paling sedikit-ada tiga pendapat 7 (twee juris: ,
teil. drie meningen). Jika Mahkamah Agung berprinsipitidak mungkin mem-
bagi kekuasaan peradilan sebagian kecil kepada-notaris :melalui cakta “atau
kepada BPN-melaluisertifikat-Hipotik vang dibuatnya sékaliptin'secara hukum
diatur sebagai pengecunalian, maka demipemerataan-keadilan kewenangan
PUPN untuk langsung mengeksekusir hutang-hutang kredit pada bank-bank
dan: lembaga-lembaga keuangan negara;’perlu dmjl kembah oieh Mahkamah
Agung # ,

Lembaga keuangan swasta sudah tentu merasa dri selaku kredxtur, kawna
txdak ‘dapat ‘memanfaatkan’kemudahan melalui: PUPN, sebab berdasarkan
pasal:3-PERPU No.49/1960: jo. Pasal 2. {a) Kepres:Mou11/1976 ditentukan

-------




: Hukum seharusn),a ndak sekedar "social contmi” teta i
"social engineering”. ' ' S






